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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu upaya
Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu dengan membangun
masyarakat yang sejahtera dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut
harus dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan
pada demokrasi ekonomi. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan
sarana untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan sistematis,
sesuai dengan dinamika dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih terjerumus
dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan hidup, upaya penanggulangan
kemiskinan hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan dapat teradi karena ketidakmampuan menghasilkan
cukup uang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, sehingga semakin sulit
baginya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Para ahli menyatakan
bahwa kemiskinan memiliki banyak aspek karena keberagaman keinginan
manusia. Dari sudut pandang kebijakan umum, kemiskinan terdiri dari dua
aspek utama yaitu aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik
dan pengetahuan serta keterampilan. Serta aspek sekunder berupa miskin
akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Hal tersebut
dapat berbentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan
kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Karena penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya sumber daya
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan, dan kesehatan, maka kemiskinan telah berkembang menjadi
masalah besar yang memengaruhi banyak aspek kehidupan. Kurangnya

sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tantangan dalam



mencari pekerjaan dan kurangnya tingkat pendidikan merupakan penyebab
utama dari kemiskinan.

Melaksanakan pembangunan nasional yang memfokuskan dan
memperhatikan pembangunan desa merupakan strategi pembangunan yang
saat ini digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
Karena strategi ini menggabungkan aspek-aspek pembangunan yang adil
dan merata beserta hasilnya dan secara langsung membahas upaya
masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat pedesaan,
pembangunan desa merupakan komponen yang krusial dan strategis dalam
mencapai pembangunan nasional dan daerah berdasarkan visi dan misi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan untuk
kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh kepala desa dan dibantu
perangkat desa. Dalam prinsip desentralisasi pemerintah desa diberikan
kewenagan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk pada bidang
pengelolaan keuangaan.

Dalam pengelolaan keuangannya pemerintah desa mempunyai
anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes
yang menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah desa. Pendapatan desa berasal dari Dana
Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dana Desa (DD) merupakan dana yang berasal dari APBN sebesar
10% dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dengan jumlah yang
berbeda-beda tiap masing-masing desa berdasarkan jumlah penduduk,



angka kematian, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa
ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Dengan  meningkatkan  pelayanan  publik  desa,
mengembangkan ekonomi desa, menutup kesenjangan pembangunan
antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,
diharapkan penyaluran dana desa akan semakin meningkat. Prioritas
pertama penggunaan dana desa adalah untuk pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat. Kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan
hidup, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pelayanan dasar yang
diberikan salah satunya yaitu dalam hal penanganan kemiskinan melalui
bidang pembinaan masyarakat.

Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan
dana yang berasal dari APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas
Desa (RKD). Sumber pendapatan desa semakin jelas terlihat dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintah Kabupaten tidak lagi memberikan bantuan keuangan kepada
pemerintah desa, melainkan uang desa dialokasikan untuk menyediakan
dana perimbangan yang diwujudkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa adalah 30%, yang
dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa,
sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

Selain itu desa juga memiliki pendapatan yang berasal dari
Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didefinisikan dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pendapatan yang diperoleh dari
kewenangan Desa sesuai dengan kewenangan dan hak asal usul Desa yang
berskala lokal. Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu penerimaan desa yang

bersumber dari hasil usaha desa yaitu bagi hasil BUMDes, hasil asset,



swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya.
Salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk
mendukung keuangan desa dalam pengelolaan dan pertumbuhannya adalah
Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, penting untuk
memaksimalkan pendapatan asli desa. Jika Pendapatan Asli Desa (PADes)
dapat ditingkatkan, desa juga akan mendapatkan pendanaan untuk
pertumbuhan dan pengelolaannya, sehingga dapat menjadi desa yang
mandiri dan memenuhi kebutuhannya untuk pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan infrastruktur.

Dalam pengentasa kemiskinan harus dimulai dari pemerintahan
terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Dalam
penangganan kemiskinan tersebut pemerintah desa memanfaatkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menjalankan
program-program dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Program-
program Yyang direncanakan tersebut duharapkan dapat membantu
masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka melalui bidang
pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Sembukan, Kecamatan, Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri
merupakan daerah yang terbilang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Desa
Sembukan adalah Desa Mandiri yang terdiri dari 10 dusun dan daerahnya
terbagi dalam 2 topografi wilayah yang berbeda yaitu 5 dusun berada di
wilayah dataran rendah dan 5 dusun berada di dataran tinggi. Sebagian besar
mata pencaharian masyarakat di Desa Sembukan adalah petani, dengan
banyaknya yang berpotensi besar dalam bidang pertanian masyarakat
memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Jumlah penduduk di Desa Sembukan terbilang tidak padat, akan tetapi
dengan topografi wilayahnya yang sebagian besar berupa pegunungan
menjadikan masyarakat di Desa Sembukan terbilang tidak semaju desa-desa
yang dekat dengan pusat pemerintahan.

Penelitian dengan topik peran Anggaran dan Belanja Desa dalam

penanganan kemiskinan desa ini sudah pernah diteliti sebelumnya baik pada



daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa. Sunu dan Utama (2019)
menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kemiskinan, artinya semakin tinggi jumlah Dana Desa yang terima maka
akan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah
tersebut. Kafabih (2018) menyatakan bahwa BUMDes mampu
meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta memberikan pelayanan sosial
kepada masyarakat, maka BUMDes berpengaruh signifikan dalam
penurunan angka kemiskinan. Pangke, Kumenaung, dan Kalangi (2019)
juga menyatakan bahwa Dana Desa yang ada sudah berjalan secara efektif
sehingga mampu memberikan dampak secara langsung terhadap
pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan masyarakat.
Arsjad, Hunawa, Sahi, Nuna, dan Walahe (2022) menyatakan bahwa
permerintah Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa memiliki peran yang
baik dalam penanggulangan kemiskinan di desa, akan tetapi belum
sepenuhnya maksimal dalan menurunkan angka kemiskinan di Desa
Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. Sigit dan Kosasih (2020) menyatakan
bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk
miskin. Namun, berdasarkan hasil wawancara minimal terdapat tiga aspek
dari kebijakan Dana Desa yang perlu diperbaiki yaitu meliputi
penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek
peningkatan inovasi dalam penggunaan Dana Desa. Rahayu (2021) juga
menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah
penduduk miskin yang artinya semakin besar Dana Desa yang diterima
maka dapat mengurangi jumlaj penduduk miskin di daerah tersebut,
sedangkan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap
jumlah penduduk yanh artinya semakin besar banyak Alokasi Dana Desa
yang diterima oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan penduduk
miskin di daerah tersebut. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui
UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Malang.



Sedangkan Gusti, Agustar, dan Osmet (2020) menyatakan bahwa
Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka
kemiskinan atau peningkatan jumlah Dana Desa tidak diiringi dengan
penurunan angka kemiskinan. Fatimah dan Deviani (2024) menyatakan
bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel
intervening juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan
masyarakat. Qomaludin, Usdeldi, dan Andriani (2024) menyatakan bahwa
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kemiskinan khususnya di Kecamatan Rimbo Ulu. Lalira, Nakoko,
dan Rorong (2018) juga menyatakan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan
khususnya di Kecamatan Geneh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. pemerintah desa
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tentu memiliki
peran salah satunya melalui program-program pengentasan kemiskinan
masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis bermaksud
melakukan penelitian berjudul “PERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Sembukan Tahun 2020-2023)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah
penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa terhadap penanganan tingkat kemiskinan masyarakat di Desa
Sembukan?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa terhadap penanganan tingkat kemiskinan masyarakat di Desa

Sembukan.



D. Manfaat Penelitian
a) Manfaat Teoritis
Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan mengenai pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa terhadap penanganan tingkat kemiskinan masyarakat di Desa
Sembukan.
b) Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna
kemajuan desa dalam penanganan kemiskinan.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan
susunan sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori membahas mengenai teori
dan konsep yang berhubungan dengan penelitian. Pembahasannya berisi
tentang penelitian terdahulu dan juga kerangka berpikir dari penelitian.
BAB IIl METODE PENELITIAN
Metode Penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat
penelitian, populasi sasaran, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber
data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan berdasarkan
hasil analisis data penelitian.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil pembahasan serta saran dari

penulis.



